
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara ( .. embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287) ; 

2. Undang-UnJang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

P:dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209) ; 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Dal am Ka bu paten Pembentukan Oaerah-daerah 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Mengingat : 1 . 

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Klaten tentang Penentuan Tarif Pemeriksaan 

Penunjang Diagnosbt: Ultrasonografi di Puskesmas Kabupaten 

Klaten; 

Menimbang: 

TENT ANG 

BIAVA PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ULTRASONOGRAFI DI 

PUSKESMAS KABUPATEN KLATEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 4J. T AHUN 2009 

BUPATI KLATEN 

• 
• 

. 
' 

\ 

• 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844): 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) ; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2009 NomN 130, Tambahan Lembaran Negara 
RAnuhlik lnc1onP.i:.ia Nomor 5049): 

• 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 

• 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pe,nbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
NeJara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
LembAran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

6. U:1dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Penqelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Unda11g-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nornor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

8. Undang-Undang 11:omor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah.diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tenta:,g Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

,. 

Tahun 2004 tentang 1 Nomor Undang-Unda:,g 4. 

' 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah ( Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Pengelolaan Ke;.iangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndoneria Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 17. Peraturan 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; • 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepLblik 
Indonesia Nomor 3637) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulal Berlakunya Undang-Undang Nomor 
12,13,14 dan 15 Tahun 1950; 

11. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesenaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5962); 

• 



Diundangkan di Klaten 
pada ranggal 
SE;KR~TARl8 DAERAH KABUPAT'=N KLATEN, 

J . 

yl;.~ 

SUNARNA 

.- B U PAT I K LAT E N, 
c--- 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal 31 Oe~nbtr '-C09 • 

Peraturan im mulai berlaku pada tanggal diundanqkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati 
ini ciengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Klaten . 

Pasal2 

Biaya pemerlksaan penunjang diagnostik Utrasonografi di Puskesmas 
sebaqairnana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 
dilakuk:m secara bertahap dengan besaran tarif yang berlaku saat ini sebesar 
Rp. ~0.000 .- ( tiga puluh ribu rupiah ) untuk pemeriksaan penunjang diagnostik 
Ultrasonoqrafi, dan Rp. 13.200,- ( tiga belas ribu dua ratus rupiah) sebagai jasa 
tindakan. 

• 
Pasal 1 

KABUPATEN 

TENTAi'IG BIAYA 
DIAGNOSTIK PENUNJANG 

DI PUSKESMAS 

BUPATI KLATEN PERATURAN 
PEMERIKSAAN 

UL TRASONOGRAFI 

KLATEN. 

Mer.eta9kan : 
MEMU7USKAN: 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 

tentanq Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyaraxa: 

l.embaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 9 

Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Klaten Nomor 48 



Om.HQ~Si 
Pembina utarna Madya 

NIP.19550705198403 1 011 

KEPUTUSAN BUPATI Kl.ATEN 

F?'0 07?~' ~· ~~ 

• 
PERTIMBANGAN 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN Kl.ATEN 

H. EDY HARTANTA,SH.MM 
Pembina Utama Muda 

NIP.195905171986031 008 

9:.::iYA~TQ3i 
Pembina lJtama Muda 

NIP.19610101198603 1 047 

.. ... 

:tec:d0 ""'i"~"Y1 A1N F-<:l:ri bvs,· 
,._.,_,.IC,S,j...,,,.J c difArA'\f, ,._.,,,.,..,~"+ 
""e t e b;;. ,· I(, J 'Ii" I ~vs · >'1 ~A ~ 

~ 
H. YULIADI. SH. MM 

Pembina Tk.l 
NIP.19610722198603 1 009 

PERTIMBANGAN 
ASISTEN II SEKDA KAB.KLATEN 

PERTIMBANGAN 
KEPAi.A DPPKAD 

KABUPATEN KLATEN 

. , 



Dernikian kami mohon Keputusan diterbitkannya Peraturan Bupati 
dimak.sud . 

Deng3n rendahnya tingkat Kunjungan pasien yang rnenggunakan fasilitas 
Ultrasonografi di Puskesmas, dikarenakan masyarakat rnenganggap masih terlalu ti1ggi 
biaya perneriksaan Ultreso:iografi sebesar Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) 
maka untuk meningkatkan Kunjungan paslen yang menggunakan fasilitas perneriksaan 
'Jlt,asonogrnfi di Puskesmas, perlu memberikan Pedoman didalam pelaksanaan 
Peraturar. Oaeran Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Klaten tentang Bi.=iya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik 
Ul!rasor.ografi di Puskesmas Kabupaten Klat~n. 

Se;,i.;bungan dengan hal tersebut . kami mengusulkan Penurunan Biaya 
Perneriksaan Per.unjang Diagnostik Ultrasonografi Di Puskesmas Kabupaten Klaten. 

Ka.DPPKAD 

Ka.DKK 
Ka.Bag Hukum 

: Mohcn Keputusan 
: Segera 
: Biasa 

D:3Ii 
Unit Terkait 
Maksud 
Klas;fikazi 
S:fat 

usuian Penurunan Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik 
Ultrasonografi Di Puskesmas Kabupaten Klaten 
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

Hal 

Disediai(an kepada Yth. Bpk.Bupati Klaten 

.. 

• 

• 


